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ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi melalui media massa
merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Salah satunya media massa yang efektif untuk
menyampaikan pesan maupun untuk mendulang keuntungan adalah televisi. Beragam
acara ditayangkan untuk menarik perhatian pemirsa. Di antara acara-acara tersebut ada
satu acara yang cukup diminati oleh pemirsa, yaitu tayangan infotainment. Informasi
yang disajikan dalam tayangan infotainment didominasi oleh informasi mengenai
kehidupan selebriti. Informasi tersebut tentunya tidak semuanya merupakan hal yang
positif dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Infotainment juga menayangkan hal-hal
yang bersifat negative dan seringkali tidak bermanfaat apa pun bagi publik. Sebagai salah
satua cara televisi, tayangan infotainment tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai
penyiaran. Dalam praktek, ada beberapa hal dalam tayangan infotainment yang
melanggar peraturan tersebut, di antaranya pelanggaran terhadap wilayah privat
seseorang. Tayangan infotainment berisikan hal-hal yang bersifat privat dan terkadang
merupakan aib seseorang. Islam sangat menekankan hubungan yang harmonis antara
sesame muslim. Oleh karenaitu Islam melarang untuk membicarakan dan menyebarkan
aib orang lain. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, oleh
karena itu nilai-nilai Islam tentu saja memberikan pengaruh terhadap kehidupan
masyarakat maupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Ulama Indonesia sendiri telah
mengeluarkan fatwa yang mengharamkan berita infotainment yang berisikan
pembicaraan mengenai aib orang lain. Namun hingga saat ini belum banyak yang berubah
dari tayangan tersebut. Dengan latarbelakang permasalahan di atas, penyusun tertarik
untuk mengetahui bagaimana batas-batas etika penyiaran dalam pandangan fatwa NU dan
UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan infotainment di televisi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif
dan bertujuan membandingkan antara fatwa NU dan UU Penyiaran mengenai
infotainment. Data yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka berupa peraturan hokum
positif yang berkaitan dengan penyiaran yaitu UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan Fatwa Nahdlatul Ulama yang
diantaranya berupa norma-norma hukum Islam tentang ghibah, namimah dah tajassus.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara Fatwa NU dan UU Penyiaran
dalam menyikapi tayangan infotainment. Dalam hukum UU Penyiaran tidak
mempersalahkan pemberitaan aib seseorang. Namun dalam Fatwa NU dengan tegas
melarang hal tersebut, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dari berita itu. Dari
kedua aturan hokum tersebut sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan
menguji kebenaran sebuah isi siaran berita.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama
J Alif
- Ba'
< Ta'
& sa'
z Jim
z Ha'
'C Kha'
> Dal
3 Zal
) R
) Zai
U Sin
o Syin
P Sad
o2 Dad

Huruf latin

Tidak dilambangkan

B

T

viii

Indonesia,

Nomor: 157/1987 dan

Keterangan

Tidak dilambangkan
Be
Te
Es dengan titik di atas
Je
Ha dengan titik di bawah
ka dan ha
De
Zet dengan titik di atas
Er
Zet
Es
es dan ye
Es dengan titik di bawah

De dengan titik di bawah



b Ta' T Te dengan titik di bawah
b Za' Z Zet dengan titik di bawah
¢ 'Ain - Koma terbalik di atas
i Gain G Ge
2 Fa' F Ef

é Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

o Niin N En

9 Waw W We

2 Ha' H Ha

s Hamzah o Apostrof

S Ya' Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

-

(pdaia ditulis muta aqqidin

s ditulis iddah

C. Ta' marbiutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

A ditulis hibah

L ditulis jizyah




(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h:

BRPEEWES

Ditulis

karamah al-auliya’

3. Bilata® marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis:
Lhill B8 Ditulis Zakah al-figri
D. Vokal Pendek
---------- Kasrah ditulis [
__________ fathah ditulis a
__________ dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
Alals ditulis Jahiliyyah
fathah + ya' mati ditulis a
e ditulis yasa
kasrah + ya' mati ditulis 1
mS ditulis karim




dammah + wawumati ditulis a

oA ditulis funid

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis Al
ASin ditulis bainakum
fathah + wawumati ditulis au
Ja ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
il ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
a3 K& Al ditulis la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

ol ditulis al-Qur' an

o= Lall ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

elad) ditulis as-Sama’

el ditulis asy-Syams

Xi




Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

casdll (550 ditulis zawi al-furiid

daud) Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam kini hidup dan merupakan bagian yang integral dalam era
globalisasi.* Proses globalisasi kini makin deras, juga makin mapan dan kokoh
berkat jaringan komunikasi dan organisasi yang kuat dan mapan, ditopang
oleh rekayasa politik dan peraturan perundangan nasional dan internasional
yang melembaga. Namun harus diakui, proses globalisasi sekarang banyak
diwarnai kepentingan ekonomi, yang ditunjang dengan kekayaan uang,
informasi, teknologi, transportasi dan komunikasi elektronika, serta organisasi
dan menejemen yang tangguh.Maka dari itu globalisasi diterima sebagai
peluang bagi mereka yang siap dan kuat.Tetapi sebaliknya dirasakan sebagai
ancaman yang ganas bagi yang belum siap dan lemah.?

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses penetrasi kultur dunia
industri maju (Barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam.
Akibatnya hubungan antara Barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena
Barat merupakan produsen yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak Islam sebagai konsumen yang

! Globalisasi yang dimaksud adalah proses perubahan masyarakat dengan lingkungan
hidup, yang bersifat imanen dan universal. Santoso S. Hamijoyo, Komunikasi Partisipatoir
:Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat , cet. ke-1
(Bandung: Humaniora, 2005), him. 64.

?|bid.



menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.Ciri khas dari globalisasi adalah
pada lancarnya komunikasi dan transportasi, serta lancarnya arus informasi,
sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.Oleh karena itu, dalam era ini teknologi informasi
memiliki peran yang sangat signifikan.*

Saat ini dunia pertelevisian Indonesia didominasi dengan program-
program hiburan yang hanya mementingkan pasar atau rating saja tanpa
memperhatikan efek yang muncul dari tayangan tersebut.Sebut saja bersifat
budaya populer yakni hasil budaya yang dibuat secara massif demi
kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam
sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, lebih mengabdi pada
kepentingan pemuasan selera. Media memproduksi dan mendiseminasikan
budaya massa melalui isi atau content-nya.”

Program-program saat ini dapat dikatakan sebagai budaya popular
karena memiliki ciri-ciri berikut:

1. Trend sebuah budaya yang menjadi trend dan dapat diikuti atau disukai
banyak orang akan menjadi budaya popular.
2. Keseragaman bentuk yakni sebuah program ciptaan manusia yang

menjadi trend dan akhirnya banyak diikuti kaum plagiatisme atau

% A. Basir Solissa, “Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Hasan
Tibbi”, Jurnal Refleksi, Vol. 2, No. 2, (Juli 2001), him. 160.

* Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan ljtihad, (ed): ‘Abdul Halim, cet. ke-1 (Jakarta:
Ciputat Press, 2002), him. 7-8.

*Anis Setyowati, Televisi Antar Media Pembodohan dan Dunia Pendidikan:Membedah
Tubuh Komunikasi Kontemporer, cet. ke-1 (Surakarta: Lingkar Media, 2010), him. 24.
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penciplak. Karya tersebut dapat menjadi pioner bagi program lain yang
mempunyai ciri yang sama. Sebagai contoh acara musik pertama kali
adalah Inbox di SCTV, kemudian disusul Dahsyat di RCTI, Deringdi
TRANS TV dan lain-lain.

Adaptabilitas, sebuah budaya populer mudah dinikmati dan diadopsi oleh
khalayak, hal ini mengarah pada trend. Misalnya salah satu stasiun televisi
menyiarkan program Smackdown dan acara itu disaksikan oleh anak-anak.
Kemudian anak itu mempraktikkan apa yang ia lihat tanpa tahu kalau itu
adalah trik sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Durabilitasi, sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan durabilitas
menghadapi waktu, pioner budaya populer yang dapat mempertahankan
dirinya bila pesaing yang kemudian muncul tidak dapat menyaingi
keunikan dirinya akan bertahan. Contoh disaat maraknya audisi pencarian
bakat untuk menjadi seorang penyanyi yang ditayangkan oleh salah satu
stasiun televisi akan diikuti oleh stasiun televisi yang lain dan dalam
beberapa kurun waktu acara tersebut akan hilang begitu saja seperti AFI
(AkademiFantasilndosiar).

Profitabilitas, dari sisi ekonomi, budaya populer berpotensi manghasilkan
keuntungan yang besar bagi industri yang mendukungnya.®

Televisi dianggap sebagai media massa yang paling penting, karena

dapat memadukan antara suara dan gambar. Tayangan televisi juga dapat

dinikmati setiap saat, memuat berita-berita terbaru, dan yang terpenting dapat

®Ibid.,hIm. 24.



diperoleh secara gratis. Selain menyampaikan informasi, media massa
termasuk televisi juga digunakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan
dari seorang dan kelompok tertentu. Dalam perkembangannya, munculnya
media massa lebih berkaitan dengan peluang bisnis yang ada padanya.
Khususnya televisi, di Indonesia sendiri terdapat satu stasiun televisi nasional,
dan sebelas stasiun televisi swasta yang jangkauan siarannya berskala
nasional, serta beberapa stasiun televisi lainnya yang berskala lokal.
Banyaknya jumlah televisi ini mengharuskan setiap stasiun untuk saling
bersaing dan berusaha menyuguhkan acara-acara yang mampu menarik
perhatian masyarakat.Salah satu acara televisi yang relative baru namun cukup
dinikmati saat ini adalah tayangan infotainment.”

Tayangan infotainment termasuk dalam acara yang bersifat berita.
Berbeda dengan sajian berita pada umumnya, tayangan infotainment lebih
mengkhususkan pada berita yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang
terkenal, terutama yang berkaitan dengan dunia hiburan.® Permasalahannya
apakah sebenarnya tayangan infotainment di televisi tersebut sesuai atau tidak
dengan etika dan peraturan hukum Islam yang menjadi tuntutan hidup
mayoritas penduduk Indonesia, serta dengan peraturan hukum positif yang

merupakan pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara yang tercinta ini.

"Hampir setiap stasiun televisi memiliki tayangan infotainment. Tayangan tersebut di

antaranya Cek& Ricek, Go Spot dan Silet di RCTI, Was-Was, Ada Gossip di SCTV, Go Show di
TPI, Selebriti Update di ANTV, KISS (Kisah Seputar Selebriti) di Indosiar, Insert pagi, sore, dan
Insert di Trans TV, Gosip Pagi, siang, Sore di Trans dan Obsesi pagi, siang dan sore Global
TV.,(Kedaulatan rakyat, ) di akses 15 April 2013, him. 13.

¥Ibid.



Uraian diatas, bahwa manusia disadari maupun tidak disadari telah
berlangganan acara TV secara berkala. Berbagai informasi dan peristiwa
terkini selalu up to date dalam berita. Hal-hal baru yang bisa dikatakan
sebagai trend masa kini juga dapat dirasakan dengan melihat acara-acara di
televisi. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan gaya hidup juga ter-
cover dalam pernak-pernik siaran televisi. Ini adalah salah satu cara,
bagaimana mengisolasi diri dengan hal-hal apa saja yang sudah ada, dan
menunjukkan bahwa ini merupakan manusia universal yang membutuhkan
perubahan dalam setiap segmen kepribadian, kemasyarakatan, dan
kemanusiaan tentunya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa
dikatakan televisi merupakan acuan publik terhadap peristiwa, informasi,
trend, budaya, dan gaya hidup masa kini. Pada umumnya, saat ini dunia acara
pertelevisian di Indonesia terlalu banyak mengandung unsur entertain atau
hiburan.®

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran diatur dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang kemudian
mengamanatkan pelaksanaannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).*°
Pada tanggal 30 agustus 2004, KPI memberlakukan keputusan No.

009/SK/KP1/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

%Anis Setyowati, Televisi Antar Media Pembodohan dan Dunia Pendidikan:Membedah
Tubuh Komunikasi Kontemporer, cet. ke-1 (Surakarta: Lingkar Media, 2010), him. 25.

'®Pasal 48 ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.



Program Siaran (P3SPS)."' Pada tahun 2007, KPI melakukan perubahan
terhadap peraturan ini, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi
Penyiaran Indonesia No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03 Tahun 2007 Tentang
Standar Program Siaran.*?

KPI sebagai lembaga yang di amanatkan oleh Undang-Undang untuk
memantau penyelenggaraan penyiaran memang terbukti telah menjalankan
tugasnya. Hal ini terbukti dari adanya teguran terhadap beberapa tayangan
televisi yang dianggap telah melanggar, termasuk di antaranya beberapa
tayangan infotainment.*®

Masalah ini sangat substansial, di Indonesia hal- hal yang berkaitan
dengan penyiaran sudah jelas dideklarasikan pada Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya Pasal 2 yang
mengatakan:

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil
dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika,
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dengan jelas mengatakan:

Ysalinan Keputusan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS).http://www.KP1.go.idakses tanggal 20 April 2013.

“http://www.kpi.id, akses tanggal 20 April 2013.

13 Teguran tersebut diantaranya teguran terhadap program Metro Malam (Metro TV),
Focus Sore (Indosiar), Sports Highlife dan drama seri Tebe dan Kakak Cantik (Indosiar), SCTV,
Trans 7, kedua program tersebut dianggap telah melanggar UU Perlindungan Anak No.23 Tahun
2002. Pasal 14 ayat (1) mengandung unsur obat-obatan terlarang.http://kpi.go.id, akses Jum’at, 01
Maret 2013.


http://www.kpi.go.id/
http://www.kpi.id/
http://kpi.go.id/

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan
bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa
tujuan dari penyiaran itu adalah untuk membangun etika, watak, jati diri
bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan Fatwa yang dikeluarkan oleh NU tentang Infotainment
dalam Putusan atas deskripsi masalah dan pertanyaan dalam keputusan Munas
Alim Ulama NU Tahun 2006 Tentang Bahtsul Masail NU yaitu:

Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau
mendengarkan acara yang mengungkap membeberkan kejelekan seseorang
melalui acara apapun adalah haram....**

Ada dua arah yang menjadi sasaran hukum yang difatwakan yakni:

1. Yang menyiarkan artinya tertuju pada produser infotainment dan televisi
(subyek).

2. Yang menonton atau mendengar tertuju pada pemirsa yang menonton
infotainment tersebut (obyek). Kedua-duanya dalam pandangan NU adalah
haram, baik yang menyiarkan kejelekan seseorang maupun yang menonton
kejelekan tersebut.

Dalam Islam, membicarakan keburukan orang lain lebih dikenal

dengan istilah ghibah. Ghibah dan tajassus sangatlah dibenci oleh Islam,

14 Sekjen PBNU, “Keputusan Munas Nadhlatul Ulama Tentang Bahtsul Massail Diniyah
Wagqi’iyah”, Surabaya Tanggal 28-31 Juli 2006. him. 31.



bahkan pelakunya diumpamakan dengan seorang yang memakan bangkai
saudaranya sendiri.*®

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an:
pSaary ity Vg )i Wy Al GBI ) Qi () GBI e ) S gl ) e ) Gl ) g

e ) g A O A g g0 pata S Uisa A aad JS L o)) S aa ) Gaagl Liany

Berangkat dari latar belakang di atas, maka perlulah kiranya dilakukan
pembahasan bagaimana sebenarnya pandangan dari Fatwa NU dan UU No.
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai Tayangan Infotainment di
Televisi. Penelitian ini dirasakan sangat penting dalam tataran teori maupun
aplikasi dalam rangka merespon tayangan-tayangan di televisi yang
pemberitaan infotainment semakin keluar dari batas-batas etika dapat dengan
mudah dan cepat mempengaruhi kehidupan moral bangsa. Maka dari itu
masalah infotainment telah menjadi masalah publik karena pengaruhnya
terhadap kehidupan moral bangsa maka pemerintah harus mengatur
keberadaannya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang

penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment.

B. Pokok Masalah
Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini

didasarkan kepada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

> Muhammad Djamaluddin Al-Qasimy Ad Dimsyaqi, Mau idhotul Mukminin Min
Thya 'umuliddin, penerjemah Abu Ridha, cet. ke-1 (Semarang: Asy-Syifa), him. 476.

SAl-Hujurat (49) : 12.



Bagaimanakah batas-batas etika penyiaran dalam pandangan fatwa NU
dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan

infotainment di televisi?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan batas-batas Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran mengenai tayangan infotainment di televisi.

b. Untuk mengetahui perspektif undang-undang penyiaran yang berlaku
di Indonesia terhadap fatwa haram yang dikeluarkan NU tentang
program infotainment.

c. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi persamaan dan
perbedaan dalam peraturan fatwa NU dan UU Penyiaran mengenai
Tayangan Infotainment di Televisi.

2. Adapun kegunaannya adalah:

a. Secara teoretis hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap
Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan masyarakat dalam rangka
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai
tayangan infotainment di televisi.

b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam

bidang hukum Islam dan UU Penyiaran.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, permasalahan
infotainment telah dikaji oleh beberapa pakar. Di antaranya dalam buku
berjudul Jurnalistik Infotainment karya Iswandi Syahputra, buku ini
membahas tayangan Infotainment dilihat melalui pola kerja jurnalistik, dan
dampak dari tayangan infotainment. Buku ini juga merupakan karya tulis
pertama yang khusus membahas Infotainment.

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang
dilaksanakan pada tanggal 27-30 juli 2006 telah memutuskan keharaman
menayangkan dan menonton acara infotainment yang mengungkap dan
membeberkan kejelekan orang lain kecuali dengan tujuan yang dibenarkan
oleh syara’.

Adapun skripsi yang membahas tentang infotainment adalah: Skripsi
Rendra Junanto yang berjudul “Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang
Acara Infotainment di Televisi”.!” Dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk
mencari tahu pandangan dari para Kyai NU tentang Infotainment di Televisi
yang mengatakan infotainment mengandung banyak ghibah yang tidak layak

untuk di perlihatkan.

Rendra Junanto, “Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di
Televisi,”Skripsi  Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
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Tri wahyuni Hidayat, dengan skripsi “Perspektif UU Pers Di Indonesia
Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment”.*® Dalam skripsi ini,
penyusun membahas tentang keputusan atau pendapat mengenai haramnya
infotainment oleh NU sebagai organisasi keagamaan di lihat dari sudut
pandang aturan-aturan atau hukum kebebasan Pers yang berlaku.

Serta skripsi yang berjudul “Frame Pemberitaan di Majalah Paras
Tentang Infotainment”karya Djuliyah.'® Dalam skripsi ini penyusun berusaha
membahas bagaimana Frame majalah paras tentang tidak adanya pemberitaan
infotainment dalam kategori ghibah karna rubrik sampul paras menampikan
pubrik figure tentang proses perjalanan kesuksesannya.

Abdul Rahmat, “Tayangan Infotainment di Televisi Menurut
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”.?° Dalam skripsi ini, penyusun
membahas bagaimana sanksi atau hukumannya terhadap tayangan
infotainment di tevisi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap
infotainment serta yang melatarbelakanginya, namun kedua aturan tersebut
sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan mengkaji kebenaran

sebuah beritanya.

8 Tri wahyuni Hidayat, “Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU
Tentang Infotainment,” Skripsi Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¥ Djuliyah, “Frame pemberitaan Di Majalah paras tentang infotainment,” Skripsi
Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

2°Abdul Rahmat, Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif
dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
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Karya-karya ilmiah tersebut kiranya memberikan ruang kepada
penyusun untuk melakukan penelitian yang bersifat komparasi yaitu antara
fatwa NU dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan
Infotainment di televisi. Dalam penelitian ini yang membedakan di antara
skripsi-skripsi di atas adalah penyusun akan menjelaskan tentang bagaimana

etika dan batas-batas penyiaran dalam tayangan infotainment di televisi.

E. Kerangka Teoretik

Informasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua
orang, dengan adanya informasi orang dapat mengetahui apa yang sedang
terjadi dan dapat menentukan keputusan untuk masa yang akan datang.
Mengingat informasi sangat dibutuhkan maka perlu adanya penyiaran nasional
yang dilakukan oleh lembaga penyiaran®. Penyiaran dapat menjamin
terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
sehingga lembaga penyiaran mempunyai peran penting dalam setiap dimensi
kehidupan. Setelah bergulirnya masa orde baru, kebebasan pers semakin
besar, namun bukan berarti lembaga penyiran dapat bebas menyiarkan apapun
sesuai dengan kehendaknya. Ada batasan tertentu yang harus dipatuhi
sehingga informasi yang disiarkan tidak merugikan orang lain dan tentunya

dapat dipertanggung jawabkan.?

?pasal 6 UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

’Piddin Khairuddin, “Hadist-Hadist tentng Ghibah,” Skripsi Fakultas Dakwah jurusan
KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
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Salah satu program televisi yang mempunyai rating cukup tinggi yaitu
infotainment yang berbau gosip dan menceritakan kehidupan selebritis.
Infotainment memiliki nilai positif misalnya menjadikan seorang artis menjadi
terkenal namun banyak juga yang memiliki dampak negatif misalnya
membeberkan aib diri sendiri atau memberitakan yang mengungkap
permasalahan pribadi dan orang lain. Dalam memberikan informasi terkadang
infotainment terlalu berlebihan dan sudah begitu bebas melompati pagar
etika.”® Tak jarang informasi yang ditayangkan sebuah infotainment yaitu
mengenai aib orang lain seperti kasus perceraian, perselingkuhan, seks dan
sebagainya. Informasi yang disuguhkan pun terkadang tidak sesuai dengan
fakta namun hanya sebagai mencari sensasional dan keuntungan, sehingga
bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran tentang isi siaran yang
dilarang.?* Perbuatan infotainment yang sudah di luar batas etika telah
memberikan ketidak nyamanan bagi beberapa pihak, sehingga wajar ketika
masalah pribadi seorang artis terus digembor-gemborkan, mereka tidak
menerima dan melakukan kekerasan kepada para pencari gosip. Kasus yang
belum begitu lama terjadi yaitu mengenai video mesum yang diperankan oleh
tiga orang artis pun tak ketinggalan untuk dijadikan bahan pemberitaan
infotainment, bahkan cuplikan-cuplikan gambar didalamnya ikut ditayangkan

(meskipun telah disamarkan), padahal pemberitaan tersebut sama saja dengan

% http//.Roni. Infotainment antara Realita dan Etika.Diakses tanggal 15 April 2013.

**pasal 36 ayat (5), UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
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penyebaran video itu secara tidak langsung, dan celakanya pemberitaan ini
dapat ditonton oleh seluruh kalangan dan usia.?

Pemberitaan infotainment yang semakin keluar dari batas-batas etika
dapat dengan mudah dan cepat mempengaruhi kehidupan moral bangsa. Maka
dari itu masalah infotainment telah menjadi masalah publik karena
pengaruhnya terhadap kehidupan moral bangsa maka pemerintah harus
mengatur keberadaanya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang
penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment.?® Begitu pun tak
heran ketika para pemerhati dan peduli moral seperti para ulama
mengeluarkan fatwa haram terhadap infotainment karena infotainment lebih
banyak informasi yang mudharat demi mencari keuntungan semata. Melihat
pelanggaran etika seperti ini maka dapat dikatakan adanya kesalah pahahaman
mengenai arti kebebasan pers yang dianggap mereka dapat sebebas-bebasnya
memberitakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kode etik jurnalis yang
digunakan sebagai pedoman para jurnalistik sudah seharusnya ditaati dalam
melaksanakan tugasnya demi keharmonisan dan terjaganya moral bangsa.?’
Aturan/nilai yang ada dalam kode etik jurnalistik yaitu “jurnalis hanya
melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya, jurnalis menggunakan
cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen, jurnalis

menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang dan

»Sendi Nugraha,http://oase.kompas.com/read/2010/07/31//Fatwa.MUl.dan Infotainment,
diakses tanggal 15 April 2013.

**http//.Roni. Infotainment antara Realita dan Etika.Diakses tanggal 15 April 2013.

*’Pasal 42UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
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sebagainya”. Dari beberapa kode etik tersebut sudah jelas bahwa seorang
jurnalis harus menyiarkan berita yang sesuai dengan fakta dan menggunakan
cara-cara yang etis untuk mendapatkan data, kebebasan jangan keluar dari
koridor etika. Etika pemberitaan harus bersandar pada kepantasan atau
kepatuhan, serta harus menghormati narasumber atau obyek pemberitaan.?
Terkait dengan pembahasan tentang infotainment ada beberapa
perspektif yang dapat kita lihat dalam draft Bahtsul Masail Diniyyah Wagiiyah
untuk kemudian muncul ungkapan fatwa bahwa infotainment adalah haram.
Dalam draft keputusan disebutkan:
Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau
mendengarkan acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan
seseorang melalui acara apapun adalah haram, kecuali didasari tujuan yang
dibenarkan secara syar’i, sepertti memberantas kemungkaran, memberi
peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta bantuan,
meminta fatwa hukum.?®
Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya indikasi bahwa pada isi
(content) acara yang biasa ditayangkan dalam infotainment mengarah pada

mengungkapkan dan membeberkan kejelekan seseorang yang dalam Islam

dapat dikategorikan Ghibah atau bahkan pada upaya penyebaran fitnah.*

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

?8Sendi Nugraha, http://www.kpiddiy.com/ diakses tanggal 21 April 2013.

% Sekjen PBNU, “Keputusan Munas Nadhlatul Ulama Tentang Bahtsul Masail Diniyah
Wagqji’iyah”, Surabaya Tanggal 28-31 Juli 2006. him. 31.

% 1bid.,him. 32.


http://www.kpiddiy.com/home.php?cat=news&act=detail&id=48
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai landasan pengaturan dan
pembinaan penyelenggaraan penyiaran serta untuk menjamin ketertiban dan
kepastian hukum dan ditaatinya Kode Etik Siaran, diperlukan Undang-
Undang tentang Penyiaran yaitu:

Khususnya Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil
dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika,
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dengan jelas mengatakan:

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan
bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa

tujuan dari penyiaran itu adalah untuk membangun etika, watak, jati diri

bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

31 Al-Hujurat (49) : 12.

% Muhammad Isa bin Surah at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikri,
1988 M/ 1408 H), IV : 290 Hadist Nomer 1934, “Kitab Al-Birru Wa as-Shillatu ‘an Rasulillah.”
Hadist dari ‘Ala bin Abdir Rahman dari ayahnya dan Hadist ini adalah Hadis Sahih.
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F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Inggris yaitu method yang berarti cara,
yaitu suatu cara untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Metode penelitian
berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling,
penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan
teknik analisis.*

Metode dalam arti umum vyaitu cara melakukan sesuatu kegiatan atau
cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep
secara sistematis.**

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research),
yaitu penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya.®
Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai tayangan
infotainment menurut pandangan fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif*® yaitu penelitian ini diharapkan

memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan membandingkan

secara sistematis materi-materi pembahasan seperti bagaimana pandangan

%% Wardi Bachtiar, Metode Penelitian llmu Dakwah, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1997),
him. 59.

% Muhibbin Syah,Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, cet. ke-3, Edisi
Revisi, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 1997), him. 201.

**Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

36Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa
adanya. Lihat: Sutan Rajasa, Kamus Ilmiah, him. 110.
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fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap

tayangan infotainment di televisi.

3. Pengumpulan data

b)

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari:

Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data
sebagai berikut: Data dari Undang-Undang No. 32 tahun 2002
tentang Penyiaran dan fatwa NU mengenai Infotainment di
Televisi.

Sumber sekunder

Yaitu diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang
berkaitan dengan penelitian ini yaitu keputusan KPI tentang
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-
SPS). Sumber-sumber lain yang tidak kalah pentingnya, seperti
buku Jurnalistik Infotainment karya Iswandi Syahputra, serta
berbagai literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-

data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh, penyusun menggunakan

metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang
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diperoleh berkaitan dengan tayangan infotainment ditelevisi sehingga
dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, pendekatan dengan melihat, membahas tentang program
tayangan infotainment di televisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran dan menitik beratkannya pada aspek-aspek
hukum. Sedangkan normatif pembahasannya berdasarkan atas kaidah-

kaidah hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika
pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang
masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan berupa gambaran umum tentang infotainment
di Televisi, pengertian dan tujuan infotainment, Bab ketiga, menjelaskan
Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Fatwa NU dan UU No. 32
Tahun 2002 Tentang Penyiaran, fatwa haram NU terhadap Infotainment dan
Perspektif UU penyiaran Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment,

hak dan kewajiban serta kode etik jurnalistik.
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Bab keempat, Analisis Perbandingan Tayangan Infotainment di
Televisi Menurut Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Dan dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis (legalitas hukum) maupun
aspek maslahahnya.

Bab kelima, penutup, kesimpulan dari seluruh uraian yang telah
dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta
saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian

lebih lanjut, serta bibliografi dan memberikan lampiran- lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai tayangan infotainment

menurut Fatwa Nahdlatul Ulama dan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis

yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat di

simpulkan sebagai berikut:

1.

Infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang
kemudian menjadi istilah popular untuk berita ringan yang menghibur atau
informasi  hiburan. Merupakan kependekan dari istilah Inggris
information-entertainment. Infotainment di Indonesia identik dengan acara
televisi yang menyajikan berita selebritas dan memiliki ciri khas
penyampaian yang unik. Pemberitaan infotainment yang semakin keluar
dari batas-batas etika dapat dengan mudah dan cepat mempengaruhi
kehidupan moral bangsa. Maka dari itu masalah infotainment telah
menjadi masalah publik karena pengaruhnya terhadap kehidupan moral
bangsa maka pemerintah harus mengatur keberadaannya, salah satunya
dengan dikeluarkannya undang-undang penyiaran dan perlunya lembaga
sensor untuk infotainment serta keputusan Musyawarah Nasional yang

mengharamkan tayangan infotainment di televisi.

89
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2. Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut meliputi:
a. Persamaan

1) Sama-sama mengharuskan pencarian berita dengan jalan yang
santun dan menghormati privasi narasumber.

2) Sama-sama mengharuskan penyampaian berita yang jujur dan
akurat, serta melarang penyampaian berita yang berisi kebohongan,
fitnah dan adudomba.

3) Sama-sama menekankan profesi chek and recheck informasi
sebelum disampaikan.

b. Perbedaan

1) Isi berita. Pada hukum penyiaran tidak melarang dalam
menyampaikan berita tentang aib orang lain selagi mau untuk
dijadikan sebagai narasumber. Sedangkan pada pandangan fatwa
Nahdlatul Ulama, mencari dan membicarakan aib orang lain sangat
dilarang. Apalagi apabila tujuannya adalah mencari keuntungan
dari aib tersebut.

2) Perbedaan dalam sanksi atau hukuman. Dalam hukum penyiaran,
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ditetapkan
oleh pemerintah dan lembaga organisasi yang ditunjuknya. Sanksi
ditetapkan dengan jumlah denda maupun hukuman. Sedangkan
dalam pandangan fatwa Nahdlatul Ulama, sanksi terhadap larangan
menyebarkan aib orang lain merupakan ketentuan yang berasal
langsung dari Allah SWT, namun sanksi tidak ditetapkan dengan

jumlah denda maupun hukuman.
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B. Saran - Saran
Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan tentang Tayangan
Infotainment Menurut Fatwa Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, ada beberapa saran yang penyusun ajukan
diantaranya:
1. Pemerintah
Pemerintah setidaknya dapat melaksanakan peraturan perundang-
undangan dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat menjadi alat untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Karena tanpa adanya
penegakan hukum, maka kebebasan menjadi tidak terarah. Perlu juga
kiranya dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang baru.
2. Ulama danMasyarakat
Ulama sebagai pewaris para Nabi dituntut jeli dalam menilai
perkembangan masyarakat oleh karenanya bimbingan, saran bahkan kritik
sudah selayaknya disampaikan. Sedangkan untuk masyarakat dalam
menghadapi setiap tayangan atau informasi di media hendaknya lebih
selektif sehingga bisa menjadikan tontonan sebagai tuntunan yang baik
tidak serta merta seluruh informasi itu diterima tanpa pertimbangan untung
rugi akibat dampak yang ditimbulkannya.
3. Redaksi Infotainment
Memang begitu dilematis ketika idealisme dibenturkan dengan
orientasi  bisnis untuk kalangan penyiaran/pers terutama redaksi

Infotainment sebaiknya lebih berfikir kedepan mengenai akibat
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pemberitaan yang disampaikan jangan hanya mencari keuntungan pribadi
semata berpeganglah pada prinsip mutualisme yaitu sama-sama saling
menguntungkan karena tanggungjawab media tidak hanya pada diri sendiri
tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan
Negara.

. Artis — Selebritas (Publik Figure)

Kaidah klasik yang mengatakan “Name Make News” selayaknya
digunakan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Artis —
Selebritas sebagai publik figure akan selalu menjadi sorotan, tindakannya
akan menjadi contoh. Oleh karenanya jadilah contoh yang terbaik buat
masyarakat, popularitas yang disandang dijadikan koreksi apakah bisa
dijadikan contoh apakah termasuk figure yang baik ataukah sebaliknya.

Perkacalah pada nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Bab

Halaman

Foot Note

Terjemahan

8

17

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati?
Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada
Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan
maha penyayang”.

' 1

32

“Hai orang—orang Yyang beriman, jauhilah
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati?
Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada
Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan
maha penyayang”.

16

33

“Rasulullah saw bersabda; apakah kalian tahu apa
yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat
menjawab;  Allah  dan  Rasul-Nya lebih
mengetahui,  beliau  bersabda : “Engkau
menyebutkan sesuatu kejelekkan yang ada pada
saudaramu” para sahabat berkata: “Wahai
Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan
tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw
bersabda: Apabila apa yang ada padanya sesuai
dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau
telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa
yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang
engkau katakana maka engkau telah berdusta
atasnya.

26

13

“Hai orang—orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati?
Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada




Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan
maha penyayang”.

58

40

“Barang siapa di antara kamu yang melihat
kemungkaran, hendaklah ia merubah atau
mencegah dengan tangannya (kekuasaan) jika ia
tidak mampu, maka dengan lidahnya ( secara
lisan), dan jika tidak mampu, maka dengan
hatinya (merasakan tidak senang dan tidak setuju),
dan itu adalah selemah-lemah iman”.

60

44

“Hai orang—orang Yyang beriman, jauhilah
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati?
Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada
Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan
maha penyayang”.

61

47

“Rasulullah saw bersabda; apakah kalian tahu apa
yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat
menjawab;  Allah dan  Rasul-Nya lebih
mengetahui,  beliau  bersabda : “engkau
menyebutkan sesuatu kejelekkan yang ada pada
saudaramu” para sahabat berkata: ‘“Wahai
Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan
tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw
bersabda:”Apabila apa yang ada padanya sesuai
dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau
telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa
yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang
engkau katakana maka engkau telah berdusta
atasnya.

62

51

“Sesungguhnya orang - orang yang mendatangkan
fitnah kepada orang-orang yang mukmin laki-laki
dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat,
maka bagi mereka azab jahannam dan bagi
mereka azab (neraka) yang membakar”.

73

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad)
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh
alam”.

10

73

“Wahai manusia ! Sungguh, telah datang
kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu,
penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada,
dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang
beriman”.




LAMPIRAN 11

INFOTAINMENT
sl e il s
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 05/MUNAS-VII/MUI/2010
Tentang

INFOTAINMENT

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII padatanggal 13-16 Sya’ban
1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG: a.

b.

C.

d.

bahwa infotainment di media penyiaran public seringkali
mengeksploitasi aib, kejelekan, gossip, kekerasan, perselingkuhan,
perceraian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, bahkan tidak jarang

berisi fitnah.

bahwa pemberitaan infotainment sebagaimana dimaksud huruf a
seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu keretakan
hubungan keluarga dan melahirkan dampak negative lainnya serta

mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan bermutu.

bahwa banyak pihak yang menjadikan berita yang mengeksploitasi aib,
kejelekan, gossip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan lain-lain
sejenis terkait pribadi sebagai sarana memperoleh popularitas, lahan
pekerjaan, sarana hiburan, dan sarana mencari nafkah, dan oleh

terhadap di tengah masyaraka tmengenai hukumnya.

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan ¢, Musyawarah
Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan

fatwa tentang infotainment sebagai panduan.



MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

iy Y g ) g Vg ol GV lany &) QBT (e 1S T gaia ) I gta ) Cpdl L )
Qg A ) A g g o gatia S Liaa Axd) aad JS L (of aS 3a | quayl Liaay aSiaay

(\Y: Q\J@Aﬁ‘)ﬁh)

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka
(kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah
mencari-cari keburukan  orang dan janganlah menggunjingkan
satusama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan
daging saudaranya yang sudahmati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang ”.(QS.al-Hujurat:12)

).Uisa Lall g U Uig | glaian) 288 ) gauiS) Lo yity cilia Jpall g (e al) (i i3 cdl) 9 LY
(OA: 1 5aY)

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-
ahzab:58)

(VEA 1 slad) ) Ladde L ) S allh (e ¥) J 68 (oo 5 puadly gl A g Y Y

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus
terang kecuali oleh orang yang dianiaya ‘Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nisa’:148)

2. Hadist Nabi SAW.

A& 1N8 € Aual) L g n JB alug Ade & L Al Jgmy O B ol 08 L8
) OB U8B La (AT b (S () il AT 10188 0 5y Lay GNAT & 83 18 ale) Al gau s
(plosay s il o) g ), Algy 488 J 65 La 4 (1) al () 9 4508 ) 288 (J g5 L 4 (S

Dari Abu hurairah RA.Bahwasannya Rasulullah saw bersabda;
apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat
menjawab; Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, beliau bersabda:
“Engkau menyebutkan sesuatu kejelekkan yang ada pada saudaramu”
para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang
dibicarakan tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw bersabda:
Apabila apa yang ada padanya sesuai dengan apa yang engkau
bicarakan maka engkau telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa



yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang engkau katakana
maka engkau telah berdusta (fithah) atasnya. (HR. Al-Bukhori dan
Muslim)

plocall J 1 alug dgle ) o dl) Sy O Lagee A oy o8 Cp A 48 0o L0
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Dari  Abdullah ibn ‘Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda: “sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat
zalim dan aniaya kepadanya. Barangsiapa yang membantu memenuhi
kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi
kebutuhannya, dan barang siapa yang membantu meringankan
kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan
kesulitannya di hari kiamat kelak dan barang siapa menutupi aib
seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari
kiamat.” (HR. Imam Bukhori)

Oa alesall 3 B alug dgle Al pua ll) (8 Lagds Al o) 5 pae Ol 3 08 1
A ol ) A A e 2 e s Lgally oy Alad (e O gamall alu
(plesas

Dari  Abdullah ibn ‘Amr RA. Dari Rasulullah SAW beliau
bersabda:”Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa
aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang
yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal
yang di larang oleh Allah SWT. (HR.Imam Bukhori dan Muslim)

Gl g aS L) alug Adde A L A Jomy JB g B dde ) a0 il 08 LY
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Dari Abu Hurairah RA. laberkata: Rasulullah SAW bersabda
jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah
pembicaraan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari
kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal
duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain,
dan saling berpaling muka satu dengan yang lain, jadilah para hamba
Allah bersaudara.”(HR. Imam Bukhori)

aluall S : alug dadde dl) Lo i Jouy JE: JB A A pyomp ol 08 A
alucall 0 W Jday o) Al (e g5 4l uua da 39 Al e g A La ala alaad) e
(AJ\JJ,J 019))

Dari Abu Hurairah RA. la berkata: Rasulullah SAW bersabda; “Setiap
muslim terhadap muslim yang lainnya haram (terjaga) atas harta,



MEMPERHATIKAN:

kehormatan, dan darahnya merupakan suatu keburukan bila seseorang
menghina saudaranya yang muslim” (HR. Abu Daud).

3. Iima’ ,sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir
al-Qur’an al-karim Jilid 13 halaman 160, terjadi ijma’ (kesepakatan

ulama) bahwa ghibah adalah hal yang diharamkan.

4. Qa’idah sad al-dzari’ah (4=, 2s) yang menyatakan bahwa semua
hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah

haram.

5. Qaidah Fighiyyah
luadl Gl e o sha du Wil g 0
Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan mashlahat.
BT

Bahaya harus dihilangkan

1. Pendapat para ulama

(Leddjaal gshgiasmalagi) Aladl " s uh 8N JB )
pla ¥ Al ¢ F LS daad JS T alay ¥ cuall o Aal) S G 4zad) ) i
A B (e Ay

“Imam al-Qurtubi berpendapat mengenai firman Allah SWT
(“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati?) Allah SWT mengumpamakan
mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati
karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya
dimakan orang lain seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang
mempergunjingkannya. ”

4 Jpasl (Sas Y (8 s g G £ i) O ale) 1 o gl JB Y

339 g8kl s o Alatu¥) UGN, o bl Dy s g V)
S Qlgall ) alad)

“Imam al-Nawawi berkata: “ketahuilah bahwa ghibah itu
dihalalkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syari’at dengan
catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan



MENETAPKAN:

ghibah ada enam...yang kedua adalah (dengan ghibah itu) dia
berupaya mengubah kemungkaran dan upaya mengembalikan
perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran...”(Riyadhus
Sholihin, halaman 432-433)

. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas V111 MUI tanggal 27

Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG INFOTAINMENT

Menceritakan aib, kejelekan, gossip, dan hal-hal lain sejenis
terkait pribadi kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya

haram.

. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib,

kejelekan, gossip, dan hal-hal lain yang sejenis terkait pribadi
kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya haram.
Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib,
kejelekan, gossip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada
orang lain hukumnya haram.

Menonton, membaca, dan / atau mendengarkan berita yang terkait
tentang aib, kejelekan orang lain, gossip dan hal-hal lain sejenis
terkait hukumnya haram.

Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib,
kejelekan orang lain, gossip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi

kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya haram.

6. Menayangkan, dan menyiarkan, serta menonton, membaca dan /

atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang
lain, gossip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi dibolehkan jika
ada pertimbangan yang dibenarkan secara syar’l seperti untuk

kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran,



Rekomendensi:

member peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta

pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Pemerintah dan DPR RI diminta segera merumuskan peraturan
perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang
bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai
luhur kemanusiaan.

Komisi penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan
infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh
tayangan bermutu dan melindungi dari hal-hal negatif.

Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk
menyerukan tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya

hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 sya’ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Sekretaris

ttd

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Dr. HM. AsrorunNi’amSholeh, MA
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LAMPIRAN Il

Menimbang

Mengingat

b)

c)

d)

e)

R
Hlgt

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG
PENYIARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. a) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh

informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara
kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas
dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia
dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran
nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil,
merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;

bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang
mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan
ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan
fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol
dan perekat sosial;

bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan,
serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan
pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran
wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya,
kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24
Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga
perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang
baru;

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F,
Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-
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Menetapkan

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3473);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3817);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3887);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara
dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun
tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.



10.

11.

12.

13.

14.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan
dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang
teratur dan berkesinambungan.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum,
baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh
khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio
atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan
melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau
pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat
dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk
penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar
buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik,
lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran
berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju
tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi
yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam
penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia
dan dunia internasional.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau
Gubernur.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang
ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-
undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada
lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.



BAB Il
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,
keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,
terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri
penyiaran Indonesia.

Pasal 4

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga
mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional,

-~ ® 2 o T

menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam
pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang
penyiaran;

h. mendorong  peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan
pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

j- memajukan kebudayaan nasional.
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BAB IlI
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.

Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara
menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan
penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan
yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan
stasiun lokal.

Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua
Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi
Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai
penyiaran.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di
tingkat provinsi.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta
mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI
mempunyai wewenang:

a. menetapkan standar program siaran;
b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta
standar program siaran;
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d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai
dengan hak asasi manusia;

b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan
industri terkait;

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan
apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan

f.  menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin
profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7
(tujuh) orang.

Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.

Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga)
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan
kebutuhan.

Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
sehat jasmani dan rohani;
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

=~ o oo

memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang
penyiaran;

tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa;
h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
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i. bukan pejabat pemerintah; dan
j-  nonpartisan.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul
masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif
ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Anggota KPI berhenti karena:
a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia;

¢c. mengundurkan diri;
d

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang
bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara
administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi.

Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI| Pusat dan KPI Daerah,
serta tata cara penggantian anggota KPIl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

1)

)

Bagian Ketiga
Jasa Penyiaran

Pasal 13

Jasa penyiaran terdiri atas:

a. jasa penyiaran radio; dan
b. jasa penyiaran televisi.

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselengga-rakan oleh:

a. Lembaga Penyiaran Publik;
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b. Lembaga Penyiaran Swasta;
c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Publik
Pasal 14

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara,
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio
Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat
penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik
lokal.

Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan
Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan
secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi
Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga
Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa
kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja
berikutnya.

Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI
bersama Pemerintah.

Pasal 15
Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
a. iuran penyiaran;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerabh;

c. sumbangan masyarakat;
siaran iklan; dan
e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
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Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan
keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media
massa.

Bagian Kelima
Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan
hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa
penyiaran radio atau televisi.

Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta,
kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia.

Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan
dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya
tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki
oleh 2 (dua) pemegang saham.

Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk
memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu
orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa
wilayah siaran, dibatasi.

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa
penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa
penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media
cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa
penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik
untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI
bersama Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19
Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

a. siaran iklan; dan/atau



b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-
masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran
siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam
Lembaga Penyiaran Komunitas

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
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(@)

¢ merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk  badan hukum  Indonesia,
didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan
daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani
kepentingan komunitasnya.

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan :

a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian
perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan

b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan,
dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan
informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan
organisasinya:

a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas
internasional;

b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan

c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi
komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari
sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan
dan dana operasional dari pihak asing.

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran
komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
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Pasal 24

Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk
diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap
pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib
melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penyiaran Berlangganan
Pasal 25

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang
bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan waijib
terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada
pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri
atas:

a.Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b.Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c.Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan harus:

a.melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau
disalurkan;

b.menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran
untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga
Penyiaran Swasta; dan

c.menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10
(sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran
produksi dalam negeri.

Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
a.iuran berlangganan; dan

b.usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik
Indonesia;

b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
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¢. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia; dan
e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin
yang diberikan; dan

b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.
Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi
Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30
Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.

Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan
kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam
rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran
asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa
penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran
lokal.

Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun
jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun
jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh
KPI bersama Pemerintah.
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Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara
Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.

Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal
diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan
rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan
teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih
lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Perizinan
Pasal 33

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin
penyelenggaraan penyiaran.

Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan
diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.

Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara
setelah memperoleh:

a.masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b.rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c.hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk
perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d.izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul
KPI.

Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf ¢, secara
administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib
diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari
forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas
negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan
penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34
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Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
a.izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b.izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat
diperpanjang.

Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran
radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk
lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu)
tahun.

Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
a.tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;

b.melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan
siaran yang ditetapkan;

c.tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan
kepada KPI,

d.dipindahtangankan kepada pihak lain;

e.melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis
perangkat penyiaran; atau

f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan
tidak diperpanjang kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN
Bagian Pertama
Isi Siaran
Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk
pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga
persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya
Indonesia.

Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-
kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam
negeri.

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak
khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu



yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan
klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan
golongan tertentu.

(5) Isisiaran dilarang :
a. Dbersifat fithah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan
obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau
mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak
hubungan internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa
Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan
program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara
tertentu.

(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan
keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

(1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus
untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif
disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara
tertentu.

(2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30%
(tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

(3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak
tunarungu.

Bagian Ketiga
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40
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Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik
lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.

Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar
negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.

Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara
tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau
mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang
siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli
pembentukan opini.

Bagian Keempat
Kegiatan Jurnalistik
Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik
tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kelima
Hak Siar
Pasal 43

Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak
siar.

Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan
secara jelas dalam mata acara.

Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Ralat Siaran
Pasal 44

Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui
terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran
dan/atau berita.



(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat
dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan
tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa
dirugikan.

Bagian Ketujuh
Arsip Siaran
Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio,
rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah disiarkan.

(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang
tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga
kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Siaran Iklan
Pasal 46
(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
a.promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau

kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama
lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b.promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
c.promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d.hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;
dan/atau

e.eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib
mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan
masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua
puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
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Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga
Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.

Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan
apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan
Sensor Isi Siaran
Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari
lembaga yang berwenang.

BAB V
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 48
Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan
bersumber pada :

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan
lembaga penyiaran.

KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada
Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-
kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
rasa hormat terhadap hal pribadi;
kesopanan dan kesusilaan;
pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

b
c
d
e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
f.  penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;

i. siaran langsung; dan

j.  siaran iklan.

KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan
dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
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Pasal 50
KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.

KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui
adanyapelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.

KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan
memberikan kesempatan hak jawab.

KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak
yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan
pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) apabila terbukti benar.

Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang
berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 52

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam
berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan
pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga
Penyiaran.

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan
terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 53
KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya
bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 54
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Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas
penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap
program yang dilaksanakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat
(7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf ¢, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1),
Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a) teguran tertulis;

b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap
tertentu;

c) pembatasan durasi dan waktu siaran;

d) denda administratif;

e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama
Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 56

Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan
sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh
Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang

yang:
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36  ayat (5);
e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33  ayat (1);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
d

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang
penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru.

Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini
tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling
lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-
undang ini.

Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya
Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat
menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya
stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu
paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI
bersama Pemerintah.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya
Undang-undang ini.

Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan
masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2),
Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat
(3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997
tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
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Nama

Jenis Kelamin
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat Asal

Alamat Jogja
Agama
Nama Orang Tua
Ayah
Ibu
Alamat

Contact Person
Phone/WhatsApp
PIN BB
Email
Twitter
Facebook

RiwayatPendidikan

= SDN Meranti Pekanbaru Riau

*  MTs Manbaul ‘Ulum Pekanbaru Riau
= MA El-Bayan Bendasari Majenang

= UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

» lkatan Pelajar
Kerohanian

CURRICULUM VITAE

Slamet Hozin

Laki-laki

Lampung, 08 Agustus 1988

Desa Meranti, Rt/Rw : 06/02, Kec.Pangkalan
Kuras, Kab. Pelalawan, Pekanbaru Riau.

Desa Sapen Gk 1/531.

Islam.

Muhammad Fatoni

Rosyifah

Desa Meranti, Rt/Rw : 06/02, Kec.Pangkalan
Kuras, Kab. Pelalawan, Pekanbaru Riau.

085712155002
21C2B020
ie_Choziens@yahoo.com
M.N.Chozin/Zhien_Pyo
ie_Choziens@yahoo.co.id

(1997-2003)
(2003-2005)
(2005-2008)
(2009-2013)

Mahasiswa Riau Yogyakarta Sebagai Koordinator

* Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
= Anggota Keluarga Riau Yogyakarta (KRY).
= Anggota Keluarga El-Bayan Yogyakarta (KEY).
= Tim Futsal danVVolly PMH 2009.
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